GUBERNUR NUBA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR F\ TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
.Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah
ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

b. bahwa sesuali ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya,
ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan

unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur:

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kera
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

’ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
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3. Peraturan Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 (entang Pembentukan dan  Susunan
Peranglkat Dacrah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi
Musa Tenpgara 'l imur Momor 0082) scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerahk Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Dacrah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tehun 2023 Nomor 006, Tambahan
Lembaran Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0130);

MEMUTUSKAN :

Menetaplkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4.

b

10.
10.
11.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyclenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

" Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sckretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. ”

Bagian adalah Bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur.,

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,
tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian sctiap pekerjaan,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu,
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BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

DPRD dan seeara administratifl bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sckretaris Daernh.,

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Sekrctariat DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
terdini atas:

4. Seckretaris DPRD;
b. Bagian umum, yang di dalamnya terdapat Sub Bagian tata usaha,
kepegawaian dan keanggotaan dewan;

¢. Bagian persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
d. Bagian keuangan; dan

e. Kkelompok Jabatan Fungsional.

Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurul ¢ dan huruf
d, masing-masing dipimpin olch seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Uraian tugas masing-masing jabatan pada Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sckretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
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BABV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

(1} Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, melaksanﬁl‘(a'ﬂ
tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai keahlian yang dimiliki.

(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yvang dipimpinnya,
dengan Perangkat Dacrah, dan instansi vertikal lainnya serta pemerintah
kabupaten /kota.

(2) Sekretaris DPRD melaksanakan sistem pengendalian  internal
di lingkungan Sekretariat DPRD.

(3) Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.

(4) Sekretaris DPRD melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 8

(1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan struktural eselon IL.a.

(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural
eselon I1La.

(3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan
struktural eselon [V.a.

BAB VIl
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasanl 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berluku, pejabat yang ada If,mg
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditctapkan pejabat yang Dar
berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sckretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Dacrah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Deserber 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Agrr >

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal Z.s Desomber 2023
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TEN RA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 0/1

[‘ PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI
PEHGUNDANGAN PENETAPAN ;

ASISTEN PEMERINTAHAN /‘ﬂ SEKRETARIS DAERAH ~
DAN KESRA L .
KEPALA BIRO HUKUM V4 gﬁﬂ%@m PEMERINTAHAN /3,
PERANCANG PERATURAN KEPALA BIRO HUKUM u/
PERUNDANG-UNDANGAN }\
AHLI MUDA
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SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
J
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM FERSIDANGAN, FASILITASI KEUANGAN
PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
SUB BAGIAN
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN
DAN KEANGGOTAAN DEWAN

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KEPALA BIRO HUKUM

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

R Lt

AYODHIA G. L. KALAKE
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  : 7/ TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Duevbor =023

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS JABATAN
1. NAMA JABATAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTT
2. KODE JABATAN H
3. ESELON : II-A
4. UNIT KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
S. RUMUSAN TUGAS

MEMIMPIN, MENGOORDINASIKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD MELIPUTI ADMINISTRASI UMUM,
PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH SERTA KEUANGAN

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU, GUNA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA DPRD DAN PUBLIK.

6. URAIAN TUGAS

6.1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Pimpinan Daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan Masyarakat;

6.2 Merumuskan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat DPRD, sebagai acuan/pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.3. Merumuskan program kerja berdasarkan Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat DPRD sebagai acuan/pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.4 Mengarahkan kegiatan Sekretariat DPRD yang meliputi
administrasi umum, persidangan, humas dan produk hukum
daerah serta keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan
Masyarakat; )

6.5. Mengoordinasikan pelaksanaan rapat/sidang DPRD serta
pertemuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memberikan layanan administrasi dan informasi guna kelancaran
rapat/sidang DPRD;

6.6. Mengoordinasikan pelaksanaan Munas Asosiasi DPRD Provinsi
dan Rakermnas Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi se-
Indonesia berdasarkan jadwal guna penguatan kelembagaan DPRD;

6.7. Mengoordinasikan kegiatan dengar pendapat DPRD dengan
Instansi terkait lainnya serta menerima aspirasi dari masyarakat,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
ditampung/ditindaklanjuti;

6.8. Mempersiapkan administrasi pengangkatan tenaga ahli Fraksi dan
kelompok pakar/tim ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan
kebutuhan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna

g membantu DPRD dalam menganalisis masalah dan memberikan

1
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : 'KEPALA BAGIAN UMUM

2. KODE JABATAN H

3. ESELON : IMI-A

4. UNIT KERJA ¢ SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
S. RUMUASAN TUGAS :

MEMIMPIN, MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN
MENGEVALUASI  KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM YANG MELIPUTI
KETATAUSAHAAN, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DPRD, RUMAH
TANGGA DAN URUSAN DALAM BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI
UMUM BAGI ASN, DPRD DAN MASYARAKAT.

6. URAIAN TUGAS

6.1.  Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Umum
berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, agar

tercapainya operasional program dan kegiatan DPRD yang lebih
terarah dan terorganisir;

6.2.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;

6.3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
agar dapat menyelesaikan tugas dan tangeung jawab vang diberikan
kepadanya secara efektif dan efisien;

6.4. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

6.5. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

6.6. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD:

6.7. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD:

6.8

+ Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD:
6.9 Menyediakan fasilitasi Fraksi DPRD;

6.10. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah
tangga DPRD;

6.11. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana DPRD;

6.12. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab

DPRD;

6.13. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat
DPRD;

6.14. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek
Sekretariat DPRD; .

6.15. Mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DFRD;
6.16. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

6:17. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat
DPRD;

6.18. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

6.19. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang
untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

6.20. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan
dinas di Sekretariat DPRD;

6.21. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk
keperluan DPRD dam Sekretariat DPRD;

6.22. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

6.23. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
professional dan bermoral;
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